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Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat 

manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh 

karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan 

perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan 

nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja 

keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal 

yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang 

dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan 

Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan 

nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang 

landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan 

gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun 

tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian 

perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, 

serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang 

digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini 

dengan surat pernyataan sepihak. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak 

yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian 

yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta 

gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun 

pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan 

gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 

ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan 

mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 

pasal 36. 


